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MAHKAMAH KONSTITUSI

REPUBLIK INDONESIA

IKHTISAR PUTUSAN

NOMOR 162/PHPU.BUP-XXIII/2025
TENTANG

 Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum 
Bupati dan Wakil Bupati DonggalaTahun 2024
	Pemohon
	:
	Moh. Yasin, S.Sos., M.A.P dan Syafiah, S.IP., M.AP
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2024 Nomor Urut 5)

	Termohon
	:
	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala

	Pihak Terkait
	:
	Vera Elena Laruni, S.E., dan Taufik N. Burhan, S.Pd., M.Si 

(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2024 Nomor Urut 3)

	Jenis Perkara
	:
	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024.

	Amar Putusan
	:
	Dalam Eksepsi: 
1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Permohonan Pemohon kabur.

2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima

	Tanggal Putusan
	:
	 Rabu, 5 Februari 2025



	Ikhtisar Putusan
	:
	



Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah pada tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya Pemohon mendalilkan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat TSM yang terjadi akibat kelalaian KPPS di TPS 5 Desa Pangalasiang Kecamatan Sojol dan TPS 3 Kelurahan Bobeoge Kecamatan Banawa. Selanjutnya Pemohon mendalilkan bahwa simpatisan Pemohon telah melaporkan adanya pelanggaran penggunaan hak pilih di 9 kecamatan dan hanya 1 panwascam yang menindaklanjutinya, sementara 8 panwascam lainnya tidak menindaklanjutinya. Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar membatalkan Keputusan Kabupaten Donggala Nomor 1423 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024 bertanggal 5 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2014 Pukul 17.40 WITA; atau Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor 1423 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024 bertanggal 5 Desember 2024 yang diumumkan pada hari 167 Kamis tangggal 5 Desember 2014 Pukul 17.40 WITA sepanjang mengenai perolehan suara di beberapa TPS pada beberapa desa yang terletak di beberapa kecamatan. Selanjutnya Pemohon meminta Mahkamah untuk menetapkan perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024 dalam Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor 1423 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024, yang benar menurut Pemohon, sebagai berikut: 1) Pasangan Calon Dr. Rahmad M. Arsyad, M.I. Kom. dan Abd. Rasyid, S.H., dengan perolehan suara sah sebanyak 10.241 suara; 2) Pasangan Calon Idham Pagaluma, S.H. dan Abdul Azis Daming, S.H., dengan perolehan suara sah sebanyak 26.060 suara; 3) Pasangan Calon Vera Elena Laruni, S.E. dan Taufik M. Burhan, S.Pd., M.Si. dengan perolehan suara sebanyak …..; 4) Pasangan Calon Widya Kastrena LRTP Dharma Sidha, SIP., M.A.P dan Drs Drs. Arwin, S.H., dengan perolehan suara sebanyak 11.083 suara; 5) Pasangan Calon Moh. Yasin, S. Sos., M.A.P dan Syafiah, S.IP., M.A.P (Pemohon) dengan perolehan suara sebanyak …. atau memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di beberapa TPS pada beberapa desa yang terletak di beberapa kecamatan.

Berkenaan dengan pengajuan permohonan dan pengajuan perbaikan permohonan, Pasal 15 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024), menyatakan “terhadap permohonan yang diajukan secara daring (online), pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya e-AP3 oleh Pemohon atau kuasa hukum”. Sehingga, tenggang waktu bagi Pemohon untuk dapat mengajukan perbaikan Permohonan adalah 3 (tiga) hari kerja sejak dikirimkannya e-AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukumnya, yaitu hari Senin tanggal 9 Desember 2024, hari Selasa tanggal 10 Desember 2024, dan terakhir hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 pukul 24.00 WIB. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 16 ayat (1) PMK 3/2024 menyatakan, “Perbaikan Permohonan diajukan sebagaimana sistematika dalam pasal 8 ayat (3) hanya dapat diajukan 1 (satu) kali selama tenggang waktu pengajuan perbaikan Permohonan”. Adapun Perbaikan Permohonan Pemohon diajukan secara daring (online) pada tanggal 12 Desember 2024 pukul 15.36 WIB. Sehingga menurut Mahkamah Perbaikan Permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. 

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan awal secara daring (online), berupa file permohonan dengan dua versi, yaitu versi word dan versi .pdf. Untuk versi .pdf telah ditandangani Pemohon dan kuasanya. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (2) PMK 3/2024 yang menyatakan bahwa, “Permohonan dan daftar alat bukti dalam bentuk dokumen .pdf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dibubuhi tanda tangan Pemohon atau kuasa hukum”. Dengan demikian, oleh karena Perbaikan Permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka perbaikan permohonan yang dibacakan pada waktu persidangan Mahkamah dengan agenda pemeriksaan pendahuluan, pada tanggal 13 Januari 2025 tersebut tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah dan selanjutnya Mahkamah hanya akan mempertimbangkan Permohonan bertanggal 9 Desember 2024 yang diterima Mahkamah pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024 dalam bentuk dokumen .pdf.


Mengenai kewenangan Mahkamah, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak terdapat uraian dan argumentasi yang jelas mengenai adanya perselisihan mengenai hasil perolehan suara dalam Pemilihan. Pemohon hanya mempersoalkan dugaan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif, sehingga terkait materi permohonan Pemohon, Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo. Terhadap hal tersebut, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022 dengan amar yang pada pokoknya menyatakan frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 berbunyi, “perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Donggala Nomor 1423 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU kabupaten Donggala 1423/2024), bertanggal 5 Desember 2024, Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon. Dalam hal ini, Termohon mengumumkan Keputusan KPU kabupaten Donggala 1423/2024 pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 pukul 17.40 WITA, sedangkan Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah pada hari Senin tanggal 9  Desember 2024, sehingga Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Bahwa Termohon juga mengajukan eksepsi terkait dengan pengajuan perbaikan permohonan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbaikan permohonan yang dibacakan pada waktu sidang pendahuluan, tanggal 13 Januari 2025, merupakan perbaikan yang melewati ketentuan pengajuan perbaikan permohonan. Terhadap eksepsi tersebut, telah dipertimbangkan terlebih dahulu oleh Mahkamah sebelum mempertimbangkan Kewenangan Mahkamah, sehinga eksepsi Termohon berkenaan dengan pengajuan perbaikan permohonan, adalah tidak beralasan menurut hukum.

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, oleh karena terhadap alasan-alasan yang menjadi dalil-dalil pokok permohonan yang akan dibuktikan secara bersama-sama di dalam membuktikan keberadaan Pasal 158 UU 10/2016 terdapat eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon kabur, namun setelah Mahkamah mencermati permohonan a quo, telah ternyata permohonan Pemohon hanya sebatas menguraikan dugaan dan asumsi semata dan tidak berupaya untuk menjelaskan dugaan atau asumsi tersebut ke dalam suatu konstruksi sebuah permohonan yang didasarkan pada argumentasi hukum yang dapat diterima secara logis dengan disertai bukti-bukti yang dapat menguatkan permohonannya. Lebih lanjut, Pemohon tidak dapat menguraikan pelanggaran-pelanggaran TSM tersebut sehingga secara signifikan mengakibatkan berkurangnya perolehan suara Pemohon. Terlebih lagi Pemohon tidak mengetahui berapa jumlah perolehan suara yang diperoleh oleh Pemohon, sehingga Pemohon tidak dapat menyebutkan jumlah perolehan suara sah menurut Pemohon di dalam permohonannya, sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 PMK 3/2024.

Selanjutnya berdasarkan pada Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 5 PMK a quo, menyatakan yang pada pokoknya permohonan Pemohon antara lain harus memuat uraian yang jelas mengenai hal-hal yang dimohonkan (petitum). Petitum antara lain memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Sementara itu, dalam Petitum pada angka 2 huruf b, Pemohon meminta untuk membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor 1423 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024 bertanggal 5 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2014 pukul 17.40 WITA sepanjang mengenai perolehan suara di beberapa TPS, namun Pemohon hanya menuliskan tanda “titik” tanpa menyebutkan sama sekali locus TPS dan desa serta kecamatan mana saja yang perolehan suaranya akan dibatalkan, sehingga menurut Mahkamah antara posita dan petitum tidak bersesuaian. 


Berkenaan dengan pembatalan perolehan suara yang ditetapkan melalui Keputusan KPU Kabupaten Donggala 1423/2024, petitum pada angka 2 huruf a dan angka 2 huruf b telah ternyata saling bertentangan karena meminta pembatalan seluruh perolehan suara namun sekaligus meminta pula pembatalan sebagian perolehan suara di beberapa TPS dengan tidak menyebutkan sama sekali secara rinci TPS mana saja yang menjadi locus pembatalan perolehan suara dimaksud. Kemudian pada petitum angka 2 dan angka 3 terdapat kontradiktif atau saling bertentangan, karena pada petitum angka 2 Pemohon meminta untuk membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Donggala 1423/2024, dalam hal ini menurut Mahkamah pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Donggala 1423/2024 a quo juga berlaku untuk perolehan suara Pemohon. Selanjutnya pada petitum angka 3, Pemohon meminta agar Mahkamah melakukan penetapan perolehan suara yang benar menurut Pemohon namun Pemohon tidak dapat menyebutkan jumlah perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait, karena Pemohon hanya menulis tanda “titik” pada petitum dimaksud. Lebih lanjut, pada petitum angka 4, Pemohon meminta agar Mahkamah memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang. Terhadap petitum angka 4 a quo, meskipun petitum tersebut bersifat alternatif, namun Pemohon tidak menyebutkan secara jelas dan rinci berkenaan dengan locus TPS di desa serta kecamatan mana saja yang menjadi tempat yang diminta untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang. Menurut Mahkamah, petitum Pemohon         a quo tidak dapat dilaksanakan jika permohonan dikabulkan, terlebih hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 3/2024.

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan bahwa permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur (obscuur). Dengan demikian eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur) adalah beralasan menurut hukum.


Terhadap eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan yang telah melewati tenggang waktu yang telah ditentukan, sehingga permohonan menjadi tidak jelas atau kabur, telah Mahkamah pertimbangkan terlebih dahulu sebelum Mahkamah mempertimbangkan eksepsi terkait dengan Kewenangan Mahkamah, sehingga menurut Mahkamah relevan untuk dipertimbangkan sebagai eksepsi kabur atau tidak jelas.


Berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon kabur dan karenanya eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, kedudukan hukum dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Dan terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan a quo, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah dinilai tidak ada relevansinya. Selanjutnya, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut.
Dalam Eksepsi: 

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Permohonan Pemohon kabur.

2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
	


4

